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Abstact: The implications of Law No. 3 of 2006 on religious courts, that the authority of the religious court expanded that
includes Islamic economics were showcased in Article 49, that the logical consequence aspects of constitutional courts
religion to be the only court with jurisdiction over issues that occur against Islamic economics , Writing in this thesis aims
to know how the setting and execution of a security interest in the post of Islamic Banks law No. 3 of 2006. In terms of the
types and nature, this research includes the study of normative law, because it is done from a juridical standpoint. The
approach used in this research is descriptive analysis, the authors describe all the existing materials and then analyze the
content analysis method. From the research found that setting the execution of Responsibility Rights in Islamic banks
is through the religious court and use the settings general civil law and the execution of Responsibility Rights in Islamic
banks initiated by filing a subpoena in a religious court so that the court religion did session aan maning form of reprimand
against customer default to meet its obligations as an Islamic bank customers, and than if customers do not do it next
Islamic banks apply for the execution of Responsibility Rights to the customer. Head of religious courts provide execution
Responsibility Rights determination to further instruct the religious court bailiff accompanied by two witnesses to the
execution of the seizure of the object. Then notified of the seizure to all agencies associated with the land and the buildings
on it were confiscated.
Keywords: Execution, Responsibility Rights, Islamic Banking
Abstrak: Implikasi dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, bahwa kewenangan pengadilan
agama diperluas yaitu  meliputi ekonomi syariah yang di tuangkan dalam Pasal 49, bahwa konsekuensi logis aspek
konstitusionalnya pengadilan Agama menjadi satu-satunya Pengadilan yang berwenang mengadili persoalan yang terjadi
terhadap ekonomi syariah. Penulisan dalam tesis ini bertujuan untuk megetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaan
eksekusi hak tanggungan di Bank Syariah pasca undang-undang No. 3 tahun 2006. Dilihat dari segi jenis dan sifatnya,
penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, karena dilakukan dari sudut pandang yuridis. Adapun pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive analysis, yaitu penulis mendeskripsikan semua data yang ada
kemudian menganalisanya dengan metode content analysis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan eksekusi
hak tanggungan di bank syariah adalah melalui pengadilan agama dan menggunakan pengaturan hukum perdata umum.
Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di bank syariah diawali dengan mengajukan somasi pada pengadilan agama
sehingga pengadilan Agama melakukan sidang aan  maning berupa teguran terhadap nasabah yang wanprestasi untuk
memenuhi kewajibannya sebagai nasabah bank syariah, selanjutnya jika nasabah tidak melakukanya, bank syariah
mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan terhadap nasabah tersebut. Ketua pengadilan agama memberikan
penetapan eksekusi hak tanggungan untuk selanjutnya memerintahkan kepada juru sita pengadilan agama disertai
dengan dua orang saksi untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek. Kemudian diberitahukan tentang penyitaan
tersebut kepada semua instansi yang berhubungan dengan tanah dan bangunan di atasnya yang disita tersebut.
Kata kunci: Eksekusi, Hak Tanggungan, Bank Syariah
Pendahuluan
Dalam Undang-undang No. 4 tahun 1996
tentang UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan)
pada Pasal   6 menyatakan: “Apabila debitor
cidra janji, pemegang Hak Tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak
tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil pelelangan tersebut”.1
Konsekuensi dari ketentuan Pasal 54 UU No.
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
UU No.3 Tahun 2006. Secara substansial arah dan
1 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan
Dengan Tanah.
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tujuan penyelesaian sengketa perbankan syariah
di peradilan agama jelas tidak sama persis dengan
penyelesaian sengketa perbankan konvensional
di peradilan umum. Di antara perbedaan prinsip
yang perlu dipahami dan diperhatikan dalam
hal ini bahwa penyelesaian perkara perbankan
syariah di lingkungan peradilan agama tidak
lain dalam rangka menegakkan hukum perdata
materiil Islam.2
Jika terjadinya kredit macet di Bank Syariah,
atau nasabah wanprestasi. Berdasarkan Fatwa
DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Pihak Bank Syariah
melakukan penjadwal kembali (Rescheduling).
Dan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008
tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank
Syarah dan unit Usaha Syariah, restrukturisasi
pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank
dalam rangka membantu Nasabah agar dapat
menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:
Penjadwalan Kembali (rescheduling), Persyaratan
kembali (reconditioning) dan Penataan kembali
(restrukturing).3 Misalnya pada awalnya lama
pembiayaan 36 dengan ansuran Rp. 1.212.700
menjadi 48 bulan dengan angsuran Rp. 909.600.
Ada beberapa prosedur dalam menyelesaikan
sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
yaitu: Pertama sidang aan meaning. Aanmaning
adalah teguran yang dilakukan oleh Ketua
Pengadilan kepada termohon eksekusi, agar
termohon eksekusi melaksanakan pemenuhan
hak tanggungan secara sukarela dalam waktu
maksimum delapan hari. Aanmaning merupakan
syarat pokok eksekusi, tanpa aan maning
(teguran) terlebih dahulu, eksekusi tidak boleh
dijalankan.4
Dalam Islam penyitaan dikenal dengan istilah
Hajar. Hajar ini dilakukan untuk:5
1. Menolong atau menyelesaikan utang-piutang
dari orang yang tidak mau membayarnya
2. Memelihara keutuhan barang itu karena
tidak ada pemiliknya atau pemiliknya belum
dewasa atau gila atau sakit keras
Dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan
Agama Curup Nomor 04/Pdt.Eks.HT/2014/PA Crp
2 Cik  Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di
Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah,(Jakarta: Kencana),
2009, h. 160 - 161
3 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 83
4 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi
Bidang Perdata, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h. 26
5 H. Moh. Anwar, Fiqih Islam Mu’amalah, Munakahat, Faro’id
dan Jinayah, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1980), h. 58
dan Nomor 05/Pdt.Eks.HT/2014/PA Crp. sebagai
salah satu bukti bahwa penyelesaian perbankan
syariah melalui eksekusi hak tanggungan ter-
hadap nasabah yang wanprestasi pada Bank Safir
Bengkulu cabang Curup. Didalam putusan tersebut
nasabah Bank Safir dinyatakan wanprestasi dan
memutuskan untuk melakukan lelang eksekusi
hak tanggungan. Putusan ini membuktikan bahwa
prkara ini sudah pernah terjadi.
Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor
3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang
Nomor  7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
bahwa untuk perkara eksekusi hak tanggungan
merupakan wewenang pengadilan negeri, atau
melalui parate eksekusi dengan berpedoman
pada Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang
hak tanggungan. Pasca dikeluarkan undang-
undang No. 3 tahun 2006 tentang wewenang
pengadilan agama, bahwa pengadilan agama
berwenang mengadili perkara ekonomi syariah,
yang dituangkan dalam Pasal 49 pada Undang-
undang ini. Ekonomi syariah yang dimaksud
dalam Pasal 49 ini adalah semua akad-akad
yang menggunakan sistem ekonomi syariah,
termasuklah didalamnya Perbankan syariah.
Dipertegas lagi berdasarkan keputusan Mahkamah
Konstiusi RI Nomor 93/PUU/X/2012, pengujian
Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang
perbankan syariah. Bahwa dalam klausal akad-
akad pembiayaan bank syariah harus dilakukan
ratifikasi. Sehingga bank syariah tidak lagi
menyebutkan pengadilan negeri sebagai tempat
penyelesaian perkara sengketa dalam bisnis
syariah. Sehingga mengenai ketentuan perkara
ekonomi syariah bisa diselesaikan melalui
pengadilan agama bukan lagi kepengadilan
negeri untuk eksekusinya. Sementara belum ada
pedoman khusus mengenai penyelesaian perkara
eksekusi hak tanggungan melalui pengadilan
agama.
Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik
untuk melakukan penelitian tentang “Eksekusi
Hak Tanggungan di Bank Syariah Pasca Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006”.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut
diatas, yang menjadi pokok permasalahan adalah:
1. Bagaimana pengaturan eksekusi hak tanggungan
di Bank Syariah pasca Undang-undang No. 3
tahun 2006?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi hak
tanggungan di Bank Syariah pasca Undang-
undang No. 3 tahun 2006?
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Dari uraian rumusan masalah penelitian di
atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis pengaturan eksekusi hak
tanggungan di Bank Syariah melalui pasca
Undang-Undang No. 3 tahun 2006
2. Menganalisis pelaksanaan eksekusi hak
tanggungan di Bank Syariah melalui pasca
Undang-Undang No. 3 tahun 2006
Penelitian ini tergolong penelitian hukum
normatif-deskriftif, karena penelitian ini
dilakukan dari sudut pandang yuridis yang
kemudian akan memberikan penjelasan tentang
eksekusi hak tanggungan pasca undang-undang
No. 3 tahun 2006. Namun demikian, untuk
mendapatkan pembahasan yang komprehensif,
maka penelitian ini juga dilakukan dari sudut
pandang empiris dan teoritis. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive
analysis, pendekatan yang dilakukan dengan
mendeskripsikan semua data yang ada.
Kemudian penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan metode kualitatif dimana data
yang disajikan dalam bentuk uraian naratif (tidak
dalam bentuk angka-angka). Apabila keseluruhan
data yang diperlukan dalam penelitian ini telah
terkumpul dan diolah sedemikian rupa, lalu akan
dianalisis sebagaimana mestinya dengan metode
content analysis.
Hasil Penelitian
a. Pengaturan Eksekusi Hak Tanggungan Di Bank
Syariah
Pasca diterbitkan undang-undang No. 3 tahun
2006 bahwa pengadilan agama berwenang untuk
mengdili perkara ekonomi syariah. Bagi badan
peradilan agama sebagaimana tersebut dalam
Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
menegaskan sebagai berikut: Hukum acara
yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan
peradilan agama, adalah hukum acara yang
berlaku pada peradilan dalam lingkungan
peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara
khusus dengan undang-undang ini.
Dalam prakteknya di pengadilan agama hanya
dikenal dua macam eksekusi.
1. Eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui
lelang atau executorial verkoop sebagaimana
tersebut dalam pasal 200 HIR dan pasal 215
R.Bg.6
6 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan
Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000), h. 188.
2. Eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang
diatur dalam pasal 200 ayat (11) HIR dan
pasal 218 ayat (2) R.Bg dan pasal 1033 Rv
yang meliputi penyerahan, pengosongan,
pembongkaran, pembagian dan melakukan
sesuatu.
Berdasarkan putusan yang dikeluarkan
oleh pengadilan agama curup No. 04/Pdt.Eks.
HT/2014/PA Crp dan Nomor 05/Pdt.Eks.HT/2014/
PA Crp tentang eksekusi hak tanggungan masih
berpedoman pada pengaturan eksekusi hukum
perdata umum. Hal ini disebabkan belum ada
secara eksplisit diatur dalam hukum perdata
Islam.7
Membaca dari permohonan pemohon yang
termuat didalam putusan Pengadilan Agama Curub
Kelas I B No. 05/Pdt.Eks.HT/2014/PA Crp, bahwa
pemohon (Bank Safir Syariah) telah berkali-kali
mengingatkan menegur termohon (Nasabah)
agar segera menyelesaikan kewajibannya akan
tetapi tidak ada tanggapan yang serius dari
termohon (Nasabah) sesuai dengan ketentua
Pasal 224 HIR:8 Agar grosse dari akta hipotek
dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris
di hidonesia dan yang kepalanya berbunyi “Demi
keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”
berkekuatan sama dengan keputusan hakim.
a. Dasar hukum eksekusi
1. Pasal 195 sampai Pasal 208 dan 224 HIR
atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan 258
R.Bg.
2. Pasal 225 HIR/ Pasal 259 R.Bg yang mengatur
eksekusi tentang putusan pengadilan yang
menghukum tergugat untuk melakukan
sesuatu perbuatan tertentu.
3. Pasal 180 HIR/ Pasal 191 R.Bg yang mengatur
pelaksanaan putusan secara serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad).
4. Pasal  1198 KUH Perdata yang menyatakan
bahwa hipotik merupakan hak kebendaan
yang tetap melekat di atas benda hipotik
ditangan siapa benda itu berada.
5. Peraturan Lelang Nomor 189 Tahun 1908
b. Asas-asas eksekusi
1. Putusan yang akan dieksekusi adalah
putusan yang telah Berkekuatan Hukum
Tetap (BHT).
7 Wawancara Pribadi dengan Sukirman Dani  Juru Sita PA
Curup Kelas IB, Rejang Lebong , 23 Juli 2015
8 Putusan Pengadilan Agama Curup Kelas IB No. 05/Pdt.Eks.
HT/2014/PA Crp., Rejang Lebong, 2015, h. 3
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2. Putusan yang tidak dijalankan secara
sukarela.
3. Putusan yang bersifat kondemnator.
4. Eksekusi atas perintah ketua pengadilan
agama dan di bawah pimpinan ketua
pengadilan agama.
5. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.
c. Dasar hukum lelang dan unsur yang terlibat
dalam proses lelang
Dasar hukum lelang, diatur dalam suatu Undang-
Undang tersendiri dan peraturan pelaksanaannya
dituangkan dalam Instruksi Presiden, Keputusan
Menteri Keuangan, dan Keputusan Jenderal Pajak.
Peraturan pokok lelang meliputi:
1. Peraturan Lelang (VenduReglemen) L.N.1908
No.189 yang telah diubah dengan L.N.1940
No.56.
2. Instruksi Lelang (VenduInstuctie) L.N 1840
No.190 yaitu bagi para pejabat yang ditugaskan
melaksanakan peraturan tentang lelang.
3. Peraturan pemungutan bea lelang untuk
pelelangan dan penjualan umum, yaitu L.N.
1949 No.390 (Stb 1935 jo 1949 No.390) yang
berlaku sejak tanggal 28 Desember 1949.
4. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 3 Juli
1972 No.476/1972 tentang tata cara penerimaan
pungutan-pungutan oleh kantor lelang Negara
dan kantor lelang kelas II.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/
PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang.
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/
PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Sementara unsur-unsur yang terlibat dalam
proses pelaksanaan eksekusi lelang adalah:
1. Ketua pengadilan agama memimpin eksekusi,
dan dapat pula sekaligus sebagai penjual
objek lelang.
2. Panitera / Juru Sita, sebagai pelaksana sita
eksekusi sebelum permintaan lelang kepada
KPKNL dilakukan dan ketika pelaksanaan
lelang dapat bertindak sebagai petugas penjual.
Penunjukkan sebagai petugas tersebut harus
disertai dengan surat dari Ketua Pengadilan
Agama.
3. Pejabat lelang dari KPKNL yang memimpin
acara penjualan lelang, dan menetukan
pemenangnya.
4. Peserta lelang, adalah orang atau badan
hukum/usaha yang telah memenuhi syarat
untuk mengikuti lelang.
b. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di Bank
Syariah
Eksekusi hak tanggungan diawali dengan aan
maning (teguran) dan berakhir dengan pelelangan
tanah beserta dengan benda-benda lain yang
berkaitan dengan tanah yang dibebani dengan
hak tanggungan, dan sebelum dilaksanakan tidak
perlu dilaksanakan sita eksekusi.
a. Prosedur aan maning
1. Setelah penggugat (yang menang) mengajukan
pe rm ohonan e kse ku si ke pada ke tua
pengadilan agama.
2. Ketua pengadilan agama memerintahkan
kepada juru sita atau juru sita pengganti untuk
memanggil tergugat (yang kalah) untuk diberi
peringatan (teguran) agar melaksanakan isi
putusan secara sukarela.
3. Aan maning (teguran) dilaksanakan dalam
sidang insidentil olek ketua pengadilan
didampingi panitera sidang dan dihadiri oleh
tergugat (yang kalah).
4. Aan maning (teguran) supaya tergugat (yang
kalah) melaksanakan putusan dalam waktu
delapan hari sejak dilaksanakan aan maning
(teguran) tersebut.
5. Aan maning (teguran) dibuat berita acara
aanmanig bahwa aan maning telah dilaksanakan.
6. Apabila dalam waktu delapan hari ternyata
tergugat (yang kalah) mau melaksanakan
putusan hakim, maka ketua pengadilan agama
mengeluarkan penetapan yang isinya perintah
kepada juru sita atau juru sita pengganti untuk
melaksanakan eksekusi.
b. Tata Cara Eksekusi Riil
1. Surat permohonan eksekusi, dari pihak
yang dimenangkan ditujukan kepada ketua
pengadilan agama yang memutus perkara
dimaksud.
2. Aan maning (peringatan) Teguran dari ketua
pengadilan agama kepada pihak yang kalah
untuk segera melaksanakan isi putusan
maksimal delapan hari sejak aan maning
dilakukan.9
9 Bab IX Bagian 5 Pelaksanaan Keputusan Hakim, Pasal  196
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3. Ketua pengadilan membuat surat penetapan
yang isinya memerintahkan kepada panitera/
juru sita untuk melaksanakan eksekusi sesuai
dengan amar putusan.
4. Surat pemberitahuan akan dilaksanakan
eksekusi kepada pemohon eksekusi, termohon
eksekusi, kepala desa, camat dan kepolisian.
5. Eksekusi dilaksanakan ditempat objek eksekusi.
6. Membuat berita acara eksekusi.
7. Memberitahukan isi berita acara eksekusi
tentang tugasnya, dan memberitahukan
maksud isi berita acara itu kepada orang yang
disita barangnya itu, kalau ia hadir.10
c. Tata cara eksekusi pembayaran sejumlah uang
1. Surat permohonan eksekusi dari pihak
yang dimenangkan ditujukan kepada ketua
pengadilan agama yang memutus perkara
dimaksud.
2. Aan maning (peringatan) Teguran dari ketua
pengadilan kepada pihak yang kalah untuk
segera melaksanakan isi putusan maksimal
delapan hari sejak aan maning dilakukan.11
3. Penetapan sita eksekusi, jika sebelumnya
belum pernah dilaksanakan sita jaminan.
4. Pelaksanaan sita eksekusi oleh panitera/ juru
sita.
5. Pelaksanaan lelang oleh kantor lelang.
d. Permintaan Lelang Oleh Ketua Pengadilan Agama
Permohonan pelelangan dalam rangka
eksekusi, harus diproses dan dilaksanakan.
Apabila pihak yang kalah dalam suatu perkara
perdata tidak mau membayar apa yang telah
diputuskan oleh hakim, maka orang tersebut
mendapat teguran (aan maning) dari Pengadilan
Agama. Penetapan Jadwal Lelang, objek-objek/
barang-barang yang akan dijual lelang dan syarat-
syarat lelang, yang dilengkapi surat-surat atau
dokumen yang dilampirkan oleh pemohon yaitu:
1. Salinan Putusan Pengadilan Agama.
2. Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Agama
tentang Perintah Sita Eksekusi.
3. Salinan Penetapan Perintah Eksekusi Lelang.
4. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi.
5. Salinan Surat pemberitahuan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan (Pemohon eksekusi,
Termohon eksekusi, BPN dan lain-lain).
6. Fotokopi bukti kepemilikan (sertifikat) barang-
barang yang hendak dijual lelang baik barang
bergerak, maupun barang tidak bergerak.
7. Perician besarnya jumlah tagihan.
8. Syarat-syarat lelang yang ditentukan Pengadilan
Agama selaku pihak penjual.
Semua surat lampiran tersebut di atas, me-
rupakan satu kesatuan dengan permohonan
permintaan lelang, sehingga apabila salah satu
diantaranya kurang, maka permintaan belum
dianggap sempurna dan kantor lelang dapat
meminta agar kekuarangan tersebut dilengkapi.
Pada pengumuman I dapat dilakukan dengan
menempel di Papan Pengumuman Pengadilan
Agama dan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang, atau melalui Surat Kabar, sedangkan
Pengumuman II wajib melalui Surat Kabar Harian
yang terbit didaerah tersebut atau pada Surat
Kabar Harian ibu kota Propinsi. Pengumuman juga
dalam prakteknya dapat dilakukan oleh KPKNL
sebagai penerima kuasa untuk menjual barang-
barang lelang. Pengumuman harus sesuai dengan
ketentuan pasal 200 ayat 9 HIR yaitu pengumuman
dilakukan satu kali di dalam surat kabar dan
pengumuman itu dilakukan paling lambat 14 hari
sebelum tanggal hari pelaksanaan penjualan lelang.
Dalam pengumuman lelang, harus memuat harga
limit. Nilai limit menurut ketentuan PMK No 93/
PMK.06/2010 adalah harga barang minimal yang
akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual/Pemilik
Barang. Untuk mendapatkan harga limit sebaiknya
dilakukan oleh suatu appraisal compny yang
independen dan telah mempunyai reputasi baik.
Adapun prosedur pelaksanaan eksekusi hak
taggungan tersebut oleh pengadilan agama,
maka langkah yang utama adalah dengan cara
memperhatikan dan mengecek kebenaran
permohonan pihak yang mengajukan eksekusi
hak tanggungan tersebut, antara lain dengan
memperhatikan dokumen-dokumen sebagai
berikut:12
1. Pemberian hak tanggungan didahului dengan
janji untuk memberikan hak tanggungan
sebagai jaminan pelunasan utang tertentu,
yang dituangkan di dalam dan merupakan
bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-
ayat (5)HIR/201 ayat (2) R.Bg
10
..........., Pasal 197 ayat (5)HIR/ Pasal 209 ayat (4) R.Bg
11 pasal 196 HIR/ 207 ayat (2) R.Bg.
12 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama, Buku  II, Mahkamah Agung RI. Dijen. Badan Peradilan
Agama, Edisi Revisi, tahun 2013, hal. 109-111
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piutang yang bersangkutan suatu perjanjian
lainnya yang menimbulkan utang tersebut,
dan pemberian Hak Tanggungan tersebut
dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian
Hak Tanggungan oleh PPAT.13
2. Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan
pada Kantor Pertanahan, dan sebagai bukti
adanya hak tanggungan, Kantor pendaftaran
tanah menerbitkan sertifikat hak tanggungan
yang memuat irah-irah “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”.14
3. Sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji
maka berdasarkan titel eksekutorial yang
terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan
tersebut, pemegang hak tanggungan mohon
eksekusi sertifikat hak tanggungan kepad$a
ketua pengadilan agama yang berwenang.
Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti
eksekusi putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap.
4. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak
tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan
dapat dilaksanakan dibawah tangan, jika
dengan demikian itu akan diperoleh harga
tertinggi yang menguntungkan semua pihak.15
5. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan
tersebut hanya dapat dilakukan setelah lewat
1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara
tertulis oleh pembeli dan/ atau pemegang
hak tanggungan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dan diumumkan sedikit-
dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang
beredar di daerah yang bersangkutan dan/
atau media massa setempat, serta tidak ada
pihak yang menyatakan keberatan.16
6. Surat kuasa membebankan hak tanggungan
wajib dibuat dengan akta notaris atau akta
PPAT, dan harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut: (1). Tidak memuat kuasa
untuk melakukan perbuatan hukum lain dari
pada membebankan hak tanggungan (2) tidak
memuat kuasa substitusi (3).mencantumkan
secara jelas obyek Hak tanggungan, jumlah
13 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, Pasal 10 Ayat (1) dan (2)
14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, Pasal 13 Ayat (1) dan
Pasal 14 Ayat (1),(2)
15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, Pasal 20 Ayat (2)
16 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, Pasal 20 Ayat (3)
utang dan nama serta identitas kreditornya,
nama dan identitas debitur apabila debitur
bukan pemberi Hak tanggungan.
7. Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan
seperti eksekusi putusan Pengadilan yang
berkekuatan hukum yang tetap.
8. Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir
dengan pelelangan tanah yang dibebani
dengan hak tanggungan.
9. Setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah
yang dibebani hak tanggungan dan uang hasil
lelang diserahkan kepada Kreditur, maka
hak tanggungan yang membebani tanah
tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan
diserahkan secara bersih, dan bebas dan
semua beban, kepada pembeli lelang.
10.Apabila terlelang tidak mau meninggalkan
tanah tersebut, maka berlakulah ketentuan
yang terdapat dalam Pasal 200 ayat (11) HIR.
11. Hal ini berbeda dengan penjualan berdasarkan
janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri
berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) BW, dan
Pasal 11 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 yang
juga dilakukan melalui pelelangan oleh
Kantor Lelang Negara atas permohonan
pemegang hak tanggungan pertama, Janji
ini hanya berlaku untuk pemegang hak
tanggungan pertama saja. Apabila pemegang
hak tanggungan pertama telah membuat janji
untuk tidak dibersihkan (Pasal 1210 BW dan
pasal 11 ayat (2) j UU No. 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan), maka apabila ada
hak tanggungan lain-lainnya dan hasil lelang
tidak cukup untuk membayar semua hak
tanggungan yang membebani tanah yang
bersangkutan, maka hak tanggungan yang
tidak terbayar itu, akan tetap membebani
persil yang bersangkutan, meskipun sudah
dibeli oleh pembeli dan pelelangan yang
sah. Jadi pembeli lelang memperoleh tanah
tersebut dengan beban-beban hak tanggungan
yang belum terbayar. Terlelang tetap harus
meninggalkan tanah tersebut dan apabila
ia membangkang, ia dan keluarganya, akan
dikeluarkan dengan paksa.
12. Dalam hal lelang telah diperintahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama, maka lelang tersebut hanya
dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan
Agama dan  tidak dapat ditangguhkan dengan
alasan apapun oleh pejabat instansi lain,
karena lelang yang diperintahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama dan dilaksanakan oleh
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Kantor Lelang Negara, adalah dalam rangka
eksekusi, dan bukan merupakan putusan dari
Kantor Lelang Negara.
13.Penjualan (lelang) benda tetap harus diumum-
kan dua kali dengan berselang lima belas
hari di harian yang terbit di kota itu atau kota
yang berdekatan dengan obyek yang akan
dilelang.17 (Pasal 200 ayat (7) HIR, Pasal 217
RBg).
e. Contoh Eksekusi Hak Tanggungan Di Bank Syariah
Sebagai salah satu contoh bentuk eksekusi di
perbankan syariah yaitu, eksekusi berdasarkan
putusan pengadilan agama curup Nomor 05/Pdt.
Eks.HT/2014/PA Crp
Duduk Perkara Eksekusi Hak Tanggungan.
Perkara nomor: 05/Pdt.HT/2014/PA.Crp adalah
permohoan eksekusi hak tanggungan yang
diterima oleh Pengadilan Agama Curup Kabupaten
Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu tertanggal 28
Agustus 2014. Adapun menurut surat gugatan
perkara nomor: 05/Pdt.HT/2014/PA.Crp para pihak
dalam perkara tersebut adalah:
Adapun tentang duduk perkaranya dalam
perkara nomor: 05/Pdt.HT/2014/PA.Crp adalah:
1) Antara pemohon dan termohon telah mengikat
diri dalam suatu perjanjian pembiayaan
murabahah No. 01000125/MBA/BPRS-SAFIR/
IV/2011
2) Dalam perjanjian tersebut termohon telah
diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp.
40.000.000,- dengan kewajiban membayar
marginnya Rp. 28.800.000,-
3) Pinjaman tersebut telah diterima oleh termohon.
4) Pembiayaan murabahah tersebut diberi jangka
waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei
2011 dan berakhir pada tanggal 20 April 2014.
5) Untuk jaminan pembiayaan murabahah
tersebut termohon telah memberikan jaminan
berupa sebidang tanah beserta bangunan
dan segala sesuatu yang ada di atasnya
sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak
milik No. 173 atas nama Endang Martini yang
terletak di Desa Timbul Rejo Kecamatan
Curup Kabupaten Rejang Lebong.
6) Fasilitas kredit angsuran telah jatuh tempo,
akan tetapi termohon belum membayar
seluruh hutangnya, sehingga termohon di-
telah dirugikan karenanya.
7) Pemohon telah berkali-kali mengingatkan dan
menegur termohon agar segera menyelesaikan
semua kewajibannya, akan tetapai tidak
pernah ada tanggapan yang serius dari
termohon sesuai dengan ketentuan Pasal  224
HIR dan ketentuan lainnya, maka dimohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Curup agar
dapat membantu melaksanakan eksekusi hak
tanggungan.
Analisis Eksekusi Hak Tanggungan Di Bank
Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006
Eksekusi hak tanggungan sebagai perlindungan
hukum bagi kreditor terhadap nasabah yang
wanprestasi, sehingga menyebabkan pembiayaan
pada bank syariah menjadi macet, disebut
dengan pembiayaan bermasalah.18
Pasca diterbitkan Undang-undang No. 3
tahun 2006 khususnya pasal 49 kewenangan
peradilan agama menjadi bertambah. Perluasan
kewenangan peradilan agama untuk menangani
sengketa ekonomi syari’ah, merupakan fenomena
baru yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran
aparat (pegawai dan hakim) peradilan agama.
Di satu sisi, peradialan agama harus memiliki
hakim-hakim khusus yang ahli dalam menangani
sengketa ekonomi syari’ah.
Dalam mengatasi permasalahan ini, sebelum
diterbitkan Undang-undang No. 3 tahun 2006.
Perbankan memberikan keringanan pada nasabah
yang bemasalah, misalnya menunda jadwal
angsuran (reschaduling). Bila kemacetan itu
disebabkan oleh nasabah, bank dapat meminta
agar nasabah menyelesaikan segera, termasuk
penyerahan barang yang digunakan kepada bank.
Bila penyelesaian diluar pengadilan tidak dicapai,
maka bank dapat menempuh jalur hukum.
Dalam hal ini ada dua cara yang ditempuh yaitu
pengadilan negeri atau badan arbitrase. Perbankan
syariah lebih memilih badan arbitrase. Jika melalui
jalur ini tidak membuat kredit perbankan menjadi
lancar maka, diselesaikan melalui pengadilan
negeri yaitu dengan melakukan somasi ke
pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi
hak tanggungan pada jaminan yang diberikan
oleh nasabah pada perbankan.
nyatakan wanprestasi. Sehingga pemohon
18 Trisadini Prasastinah Usanti, Karakteristik Prinsip Kehati-
Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah, Disertasi,
17 Pasal 200 Ayat (7) HIR/ Pasal 217 R.Bg Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, h. 33-35
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Akad perbankan syariah berbeda dengan akad
perbankan konvensional. Maka sangatlah tepat
permohonan fiat eksekusi hak tanggungan pada
bank syariah  melalui pengadilan agama. Namun
eksekusi hak tanggungan melalui pengadilan
agama membutuh waktu yang lama dan biaya,
karena biaya untuk berjalannya proses eksekusi
ditanggung oleh pemohon. Hal ini menjadi sebuah
kendala bagi bank sendiri, dengan waktu yang
lama sementara perhitungan kerugian perbankan
berjalan terus. Dalarn kasus kredit macet banyak
hambatan yuridis yang banyak ditemui dalam
praktek, adalah rawan sekali muncul upaya
hukum perlawanan pihak  ketiga (derden verzet)
atau perlawanan dari pihak debitur yang tidak
puas obyeknya akan dieksekusi.
Dari segi yuridis, meskipun penjelasan Pasal
55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 membuka
ruang opsi penyelesaian perkara ekonomi
syariah melalui musyawarah, mediasi perbankan,
Basyarnas dan Peradilan Umum, namun proses
litigasi penyelesaian perkara ekonomi syariah
merupakan kompetensi absolut peradilan
agama. Bahkan menurut Pasal 55 ayat (3)
penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak boleh
bertentangan dengan prinsip syariah. Ketentuan
normative ini semakin memperkuat kompetensi
peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah
karena satu-satunya lembaga peradilan yang
menggunakan hukum Islam sebagai sumber
hukum materilnya adalah peradilan agama.
Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No.
21 Tahun 2008, peradilan umum diposisikan
sebagai lembaga non-litigasi, sehingga secara
hukum telah terjadi contraditio interminis.
Karena peradilan umum merupakan lembaga
litigasi, maka dalam Undang-undang ini terdapat
penempatan norma yang keliru.
Berdasarkan kaidah hukum UU No. 3 Tahun
2006 mengesampingkan UU No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa Lex Specialis Derogat Lex Generalis.
Pasca UU No. 3 Tahun 2006 kewenangan
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara ekonomi syariah yang telah menjadi
kompetensi peradilan agama. Dengan demikian,
lembaga yang berwenang mengeksekusi putusan
basyarnas adalah peradilan agama. Ini sesuai
dengan Pasal 55 ayat (3) No. 21 Tahun 2008
yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara
ekonomi syariah tidak boleh bertentangan dengan
prinsip syariah.
Dari segi yurisprudensi, kompetensi absolut
peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah
telah direpresentasikan dalam putusan-putusan
peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah
sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2006
dan UU No. 21 Tahun 2008. Putusan-putusan
pengadilan agama dalam perkara ekonomi
syariah yang dianalisis dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa proses penegakan hukum
dalam perkara ekonomi syariah telah secara
praktis dilaksanakan oleh peradilan agama.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
kontroversi seputar kompetensi peradilan agama
dalam perkara ekonomi syariah pada dasarnya
muncul akibat perbedaan sudut pandang dan
kepentingan dalam menafsirkan UUP dan
UUPS, disamping tidak dinafikan adanya politik
hukum didalamnya. Pedoman beracara yang
digunakan pengadilan agama dalam eksekusi
hak tanggungan di bank syariah adalah ketentuan
hukum perdata umum.
Pada prinsipnya pasca Undang-undang No. 3
tahun 2006 ini pengaturan eksekusi hak tanggungan
di bank syariah sesuai dengan pegaturan hukum
acara yang dipakai di pengadilan agama.
Sebelumnya Undang-undang No.  4 tahun 1996
tentang hak tanggungan, memberi peluang pada
kreditor untuk menjual objek hak tanggungan bagi
nasabah yang wanprestasi. Namun hal ini belum
efektif, karena jika terjadi perlawanan oleh debitor
hal ini akan menghambat penyelesaian perkara.
Jika diselesaikan melalui pengadilan, pihak
pengadilan bisa meminta bantuan keamanan
dari kepolisian.
Penyelesaian melalui pengadilan merupakan
bentuk sistematis dari aturan penyelesaian
perkara ekonomi syariah. Sehingga terkesan
penyelesaian pekara yang seimbang. Lain halnya
penyelesaian perkara melalui pirate eksekusi,
atau eksekusi dibawah tangan tanpa melalui
pengadilan agama, hal ini terkesan berat sebelah.
Penutup
Berdasarkan uraian-uraian pada bab se-
belumnya, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pengaturan eksekusi hak tanggungan di
bank syariah pasca Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 adalah melalui pengadilan
agama. Berikut perkembangan pengaturan
penyelesaian permasalahan yang terjadi di
bank syariah:
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SEBELUM UU NO. 3 TAHUN
2006
PASCA UU NO. 3 TAHUN
2006
• Diselesaikan melalui
Arbitrase Syariah Nasional,
(Pasal 1 angka 1 UU No. 30
tahun 1999)
• Fatwa DSN No: 47/DSN-MUI/
II/2005 tentang Penyelesaian
Piutang Murabahah Bagi
Nasabah yang Tidak
Mampu Membayar
a. Nasabah menjual sendiri
objek murabahah kepada
LKS dengan harga pasar
yang disepakati
b. Nasabah melunasi sisa
hutangnya
c. Jika hasil penjualan lebih
kecil maka sisa hutang
tetap menjadi hutang
nasabah
d. Apabila nasabah tidak
mampu membayar,
maka LKS dapat mem-
bebaskannya
Jika salah satu pihak tidak me-
nunaikannya atau  jika terjadi
perselisihan, penyelesaian
diselesaikan pada Badan
Arbitrase Syariah Nasional.
• Melakukan Recheduling
(penjadwalan kembali),
berdasarkan fatwa DSN
No. 48/DSN-MUI/II/2005
• Jika putusan BASARNAS
tidak dijalankan dengan
sukarela, maka dapat
diminta eksekusi melalui
peradilan dalam hal ini
peradilan negeri atau
melalui parate eksekusi
berdasarkan UU No. 4
Tahun 1996.
• Fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/
III/2008, tentang Anjak Piutang
Syariah
• Peraturan BI No. 10/18/
P B I / 2 0 0 8 t e n t a n g
restrukturisasi pembiayaan
bagi bank syariah dan unit
usaha syariah.
• Fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/
IV/2014 tentang Pembiayaan
yang disertai Rahn. Ketentuan
kelima No. 3 Barang Jaminan
yang dapat dieksekusi, dan
ketentuan ke tujuh No. 1 s/d
3
1. Rahin Menyelesaikan
Hutangnya
2. Jika Rahin tidak melunasi
hutangnya pada waktu
yang telah di sepakati,
maka Murtahin wajib
mengingatkan tentang
kewajibannya
3. Jika Rahin tetap tidak
melunasi hutangnya, maka:
a. Menjual paksa barang
jaminan sebagaimana
yang diatur dalam
fatwa DSN-MUI No: 25/
DSN-MUI/III/2002 tentang
Rahn
b. Meminta Rahin agar
menyerahkan Marhun
u n t u k m e lu n a s i
hutang nya sesuai
dengan kesepakatan
dalam akad. Jika ter-
dapat selisih harga jual
marhun dengan hutang,
maka berlaku Fatwa
DSN-MUI No: 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang
Rahn (ketentuan ketiga
angka 5).
Ketentuan kedelapan: Jika salah
satu Pihak tidak menunaikan
kewajibanya atau jika terjadi
perselisihan diantara para pihak,
maka penyelesaiannya dilakukan
melalui lembaga penyelesaian
sengketa berdasarkan syariah.
• Setelah dikeluarkan UU No.
3 Tahun 2006 maka lembaga
penyelesaian sengketa
ekonomi syariah adalah di
pengadilan agama termasuk
persoalan eksekusinya. Aturan
eksekusi yang digunakan
sesuai dengan hukum perdata
umum dengan ketentuan
kitab undang-undang hukum
perdata umum.
Berdasarka tabel di atas maka pengaturan
eksekusi hak tanggungan pasca undang-
undang No. 3 tahun 2006 adalah:
a. Aturan yang dipakai dalam eksekusi hak
tanggungan di pengadilan agama adalah
sesuai dengan anjuran Fatwa DSN No: 92/
DSN-MUI/IV/2014 dan kitab undang-undang
hukum perdata umum sesuai dengan
ketentuan Pasal 224 HIR. Secara teknis
aturan eksekusi yang berlaku di pengadilan
agama sesuai dengan kaidah ushul fiqh
ﺢﻤﻜﻣة ةدﻞﻋاا (Tradisi Menjadi Hukum), maka
aturan yang dipakai pengadilan agama
sudah benar, karena antara pengadilan
negeri dengan pengadilan agama sama-
sama memiliki kekuatan hukum yang tetap.
Disamping itu eksekusi hak tanggungan
bank syariah di pengadilan agama tidak lain
dalam rangka menegakkan hukum perdata
matriil Islam, sehingga pengadilan agama
menjadi lebih berwibawa.
b. Nasabah bank syariah yang memiliki
tunggakan yang besar dan melakukan
tindakan melawan hukum, seperti nasabah
yang wanprestasi dipanggil oleh bank syariah
untuk melakukanpenjadwalan kembali
sehingga nasabah menjadi aktif kembali,
namun jika itu tidak berhasil maka perlu
dilakukan aan maning oleh pengadilan, jika
nasabah tetap tidak melakukannya maka
diwajibkan untuk eksekusi.
2. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di
bank syariah pasca undang-undang No. 3
tahun 2006. Sebelum di bawa ke pengadian
bank syariah harus menyelesaikan perkara
nasabah yang wanprestasi dengan melakukan
Restrukturisasi sesuai dengan peraturan BI
No. 10/18/PBI/2008 yaitu upaya bank syariah
membantu nasabah untuk menyelesaikan
kewajibannya, melalui:
• Penjadwalan kembali (rescheduling),
• Persyaratan kembali (reconditioning)
• Penataan kembali (restrukturing)
Jika ternyata penyelesaian dengan cara
restrukturisasi tidak berhasil, maka bank syariah
menyelesaikannya dengan cara:
a. Mengajukan somasi kepada pengadilan agama
untuk melakukan aan maning melalui sidang
insidentil.
b. Bank syariah dan nasabahnya menerima
surat panggilan dari pengadilan agama
untuk menghadiri sidang insidentil yang
dipimpin oleh ketua pengadilan agama dalam
menetapkan aan maning.
c. Aan maning (peringatan) yatiu teguran dari
ketua pengadilan agama kepada pihak yang
kalah  untuk segera melaksanakan isi putusan
maksimal delapan hari sejak aan maning
dilakukan sesuai dengan pasal 196 ayat (5)
HIR/201 ayat (2) R.Bg.
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d. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan
aan maning pada waktu yang diberkan, maka
ketua pengadilan membuat surat penetapan
yang isinya memerintahkan panitera/ juru sita
untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan
putusan.
e. Surat pemberitahuan akan dilaksanakan
eksekusi diberikan kepada pemohon,
termohon, kepala desa/lurah/camat dan
kepolisian.
f. Eksekusi dilaksanakan di tempat objek
eksekusi.
g. Membuat berita acara eksekusi.
h. Memberitahukan isi berita acara eksekusi
tentang tugasnya dan memberitahu maksud
isi berita acara itu kepada orang yang disita
barang jaminannya, sesuai dengan pasal 197
ayat (5) HIR/209 ayat (4) R.Bg.
i. Pelaksanaan lelang melalui KPKNL sesuai
peraturan dirjen kekayaan negara No. Per-03/
KN/2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan
lelang.
Secara teknis, Pelaksanaan eksekusi hak
tanggungan bank syariah melalui pengadilan
agama sesuai ketentuan hukum perdata umum.
Secara substansi, pelaksanaan eksekusi hak
tanggungan bank syariah di pengadilan agama
suatu hal yang sangat tepat. Hal ini karena
lembaga peradilan agama memiliki dasar hukum
yang sesuai dengan syariah, masalah hukum
syariah diselesaikan secara syariah.
Saran-Saran
Selain beberapa kesimpulan yang telah
dikemukakan diatas, penulis perlu memberikan
beberapa saran kepada para pembaca khususnya
para akademisi dan juga praktisi baik di bidang
ekonomi syariah maupun di Peradilan Agama,
yaitu sebagai berikut:
1. Penyelesaian terhadap nasabah Bank Syariah
yang wanprestasi seharusnya hanya sebatas
Aanmaning (Teguran), dengan melakukan
perdamaian antara debitor dengan kreditor.
Sehingga kreditor melakkan Penjadwalan
kembali yang disebut dengan reschedullig.
2. Untuk menjawab tantangan permasalahan
perbankan syariah pasca perluasan wewenang
absolut pengadilan agama, bahwa pegadilan
agama berwenang mengadili perkara ekonomi
syariah yang berkembang saat ini. Lembaga
ini perlu meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan para hakim agama dalam
bidan ekonomi syariah atau adanya hakim
khusus yang ahli dibidang ekonomi syariah.
Sehingga menumbuhkan kepercayaan para
pencari keadilan terhadap pengadilan agama
khususnya perkara ekonomi syariah.
3. Jika jalan yang efektif harus melalui eksekusi
terhadap hak tanggungan hendaknya
pengaturan eksekusi diatur dalam hukum
perdata Islam.
4. Untuk meningkatkan peran penadilan agama
dalam eksekusi hak tanggungan terhadap
nasabah Bank Syariah yang Wanprestasi
pemegang kekuasaan agar lebih serius
memikirkan formula yang benar-benar
tepat dan relevan. Sehingga terhindar dari
kerancuan aturan dan hukum.
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